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ABSTRAK  
 
Zumaroh, Siti. Kekuatan Pembuktian Menggunakan Akta Otentik dalam Perkara 
Perdata Sengketa Surat Pernyataan Pembagian Bersama (Waris) pada Putusan Nomor 
03/Pdt.G/2018/PN.Pml. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Pancasakti, Tegal, 2019.  
 
Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum 
kepada hakim pemeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran 
peristiwa yang dikemukakan. Akta otentik mempunyai peranan penting di setiap 
pembuktian hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan alat bukti 
tulisan atau surat berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan 
berkembangnya tuntuan akan kepastian hukum 
Penelitian ini bertujuan: (1) mengkaji kekuatan pembuktian akta otentik dan 
surat pernyataan pembagian bersama (waris) dalam perkara perdata pada Putusan 
Nomor 03/Pdt.G/2018/ PN.Pml. (2) mengetahui dasar hukum pembuktian akta otentik 
dan surat pernyataan pembagian bersama (waris) dalam perkara perdata pada Putusan 
Nomor 03/Pdt.G/2018/ PN.Pml. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 
dengan jenis penelitian library research. Sumber data penelitian yaitu data sekunder 
dan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen 
serta dianalisis dengan normatif kualitatif.  
Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: (1) Sertipikat Hak Milik No. 
01029 atas nama Nurtuti Purbowanti. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang 
dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta secara otentik sebagaimana 
dimakud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah 
merupakan kepastian hukum dari sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan yang bersifat 
kuat, artinya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak 
dan mempunyai alat bukti untuk membuktikannya. Sedangkan Surat Pernyataan 
Pembagian Bersama tertanggal 11 Maret 2014 merupakan akta atau surat dibawah 
tangan yaitu akta atau surat yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa 
bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang 
berkepentingan. (2) Dasar hukum kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah sebagai 
jaminan kepastian hukum yang merupakan akta otentik yaitu Pasal 32 ayat (1) dan (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan 
Surat Pernyataan Pembagian Bersama sebagai akta di bawah tangan batal demi hukum 
didasarkan pada Putusan MARI Nomor 3428 K/Pdt/1985 tertanggal 5 Februari 1990 
karena isi dari surat pernyataan tersebut bertentangan dengan bukti milik Penggugat 
yang merupakan akta otentik. 
 
Kata Kunci: Pembuktian, akta otentik, dan perkara perdata.  
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ABSTRACT 
 
Zumaroh, Siti. Strength of Proof Using Authentic Deed in Civil Disputes in 
Declaration of Joint Sharing (Waris) in Decision Number 03/Pdt.G/2018/PN.Pml.. 
Skripsi. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal, 
2019. 
 
Proof is the presentation of legal evidences according to the law to the examining 
judge of a case in order to provide certainty about the truth of the incident stated. 
Authentic deed has an important role in every proof of legal relations in people's lives. 
The need for written evidence or letters in the form of authentic deeds is increasing in 
line with the development of guidelines for legal certainty 
This study aims: (1) to examine the strength of authentic deed proofs and joint 
distribution statements (inheritance) in civil cases in Decision Number 03/Pdt.G/ 
2018/PN.Pml. (2) know the legal basis for authentic proof deed and joint distribution 
statement (inheritance) in a civil case in Decision Number 03/Pdt.G/2018/PN.Pml. This 
study uses a normative approach to the type of library research. Sources of research data 
are secondary data and methods of data collection using literature studies and document 
studies and analyzed with qualitative normatives. 
The results of the study obtained a conclusion that: (1) Certificate of Ownership 
No. 01029 on behalf of Nurtuti Purbowanti. The evidence is an authentic deed made by 
a public official authorized to make an authentic deed as meant in Article 1868 of the 
Civil Code. The legal strength of a certificate of land rights is the legal certainty of a 
certificate as a proof of ownership that is strong, meaning that as long as it is not proven 
otherwise by other parties who feel entitled and have evidence to prove it. While the 
Joint Sharing Statement dated March 11, 2014 is a deed or underhand letter, which is a 
deed or letter intentionally made for verification by the parties without the assistance of 
an official. So it is solely made between the parties concerned. (2) The legal basis of the 
legal force certificate of land rights as a guarantee of legal certainty which is an authentic 
deed, namely Article 32 paragraph (1) and (2) Government Regulation Number 24 of 
1997 concerning Land Registration. Whereas the Joint Distribution Statement as deed 
under the hand is null and void by law based on MARI Decision Number 3428 
K/Pdt/1985 dated February 5, 1990 because the contents of the statement letter 
contradict the Plaintiff's evidence which is an authentic deed. 
 
Keywords: Proof, authentic deed, and civil case. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, 
kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 
diarahkan untuk memungkinkan kesadaran hukum, menjamin penegakkan, 
pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum nasional. Hukum 
perdata merupakan hukum atau ketentuan yang mengatur hak-hak, kewajiban, serta 
kepentingan antar individu dalam masyarakat.  
Hukum perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu yang 
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu 
dengan dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di  
dalam pergaulan kemasyarakatan. Menurut Riduan Syahrani, pengertian hukum 
perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu 
dengan orang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan 
perseorangan (pribadi).1  
Tujuan hukum perdata memberikan perlindungan hukum untuk mencegah 
tindakan main hakim sendiri dan untuk menciptakan suasana yang tertib. Dengan 
kata lain tujuan hukum perdata adalah untuk mencapai suasan yang tertib hukum 
dimana seseorang mempertahankan haknya melalui lembaga peradilan sehingga 
tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Setiap orang mendalilkan bahwa ia 
                                                  
1 Tutik, Titik Triwulan, Pengantar ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006, hlm. 5. 
  
2 
mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah 
suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan 
adanya hak atau peristiwa tersebut, demikian ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).  
Pembuktian suatu perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1865 
KUHPerdata tersebut dapat digunakan alat-alat bukti berupa alat tulisan, bukti 
dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Pasal 1866 
KUHPerdata). Suatu perbuatan hukum, hubungan keperdataan diantara anggota 
masyarakat tidak cukup hanya membuat mereka taat atau mematuhi terhadap 
perjanjian yang sudah mereka sepakati tetapi perlu instrumen hukum, yaitu bukti 
tulisan atau surat.  
Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran 
seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.2 Jadi segala sesuatu yang tidak 
memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak 
mengandung buah pikiran, maka tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan 
atau surat. Alat bukti tulisan atau surat dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, 
yaitu surat biasa, akta otentik, dan akta bawah tangan.  
Surat biasa dibuat untuk dijadikan alat bukti, tetapi apabila di kemudian hari 
dijadikan alat bukti di persidangan, maka hal ini bersifat insidental (kebetulan saja). 
Berbeda dengan akta otentik, akta otentik merupakan akta yang dibuat dengan 
bentuk sebagaimana ditentukan undang-uundang oleh dan di hadapan seorang 
                                                  
2 Sasangka, Hari, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003, 
hlm. 62. 
  
3 
pegawai umum yang berwenang untuk di tempat di mana akta tersebut dibuat dan 
merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Jadi konkritnya, akta otentik 
dibuat untuk pembuktian. Sedangkan akta di bawah tangan merupakan akta yang 
sengaja digunakan untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang 
pegawai umum. Jadi akta di bawah tangan ini semata-mata dibuat di antara para 
pihak yang berkepentingan.  
Jadi, suatu akta yang terkuat dan akta yang dipergunakan untuk dijadikan 
alat bukti di dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Dari tiga klasifikasi alat bukti 
tulisan atau surat, akta otentik merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat 
sempurna. Kesempurnaan akta otentik sebagi alat bukti, maka akta tersebut harus 
dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam 
akta tersebut. Akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian lahiriah 
(uitwendige bewijskracht), formal (formele bewijscracht), materiil (materiele 
bewijskracht).3 
Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para 
pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak,4 jika para 
pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan yang 
sempurna sebagaimana akta otentik, jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, 
beban pembuktian diserahkan pada pihak yang menyangkal akta tersebut,  dan  
penilaian  penyangkalan  atas  bukti  tertulis diserahkan pada hakim.  
                                                  
3 Adjie, Habib, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: Rafika Aditama, 2015, hlm. 
18. 
4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 775K/Sip/1971, tanggal 6 oktober 
1971, menegaskan bahwa surat (surat jual beli) yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal 
oleh pihak lawan, dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka surat (jual beli tanah) tanah trsebut 
dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna. 
  
4 
Peradilan Perdata di Indonesia menganut sistim hukum pembuktian berdasarkan 
pada asas negative wettelijk bewijsleer. Hal ini terlihat dalam Pasal 249 jo 298 HIR 
dan tidak memakai sistem vrij bewijsleer yang menitikberatkan pada keyakinan 
hakim belaka. Hal ini dilarang undang-undang (Putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 583 K/Sip/1970, tanggal 10 Februari 1971). 
Baik alat bukti akta dibawah tangan maupun akta otentik keduanya harus 
memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH 
Perdata, dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 
KUH Perdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (pacta 
sunt servanda). Setiap akta otentik harus dianggap akta yang sah sepanjang tidak 
ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Dalam menilai suatu akta 
tersebut sah atau tidak, para pihak ataupun pejabat umum atau notaris tidak 
berwenang untuk itu, akan tetapi yang berwenang untuk melakukan penilaian 
terhadap akta tersebut merupakan kewenangan pengadilan dengan cara mengajukan 
gugatan ke pengadilan agama maupun pengadilan umum. 
Kasus perkara perdata pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2018/PN.Pml 
merupakan kasus pembuktian antara okta otentik dengan akta di bawah tangan. 
Nurtuti Purbowanti yang dalam hal ini sebagai Penggugat memberikan kuasanya 
kepada Misbakhul Munir dan Puji Susanto mengakui bahwa tanah pekarangan yang 
terletak di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan 
surat ukur tanggal 26 September 2009 No. 00740/Kedaldoyong/2009 dengan bukti 
akta otentik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01029 atas nama Nur Tuti 
Purbowanti dengan luas 1242 m².  
  
5 
Dilain pihak H. Kasam (Tergugat I), Hj. Duriyah (Tergugat II), M. Arief, 
MBA (Tergugat III), dan Munarto (Tergugat IV) yang dalam hal ini Tergugat I, II 
dan IV memberikan kuasanya kepada Anggoro Adi Atmojo yang selanjutnya 
disebut Para Tergugat. Dalam eksepsinya menyatakan bahwa asal-usul ataupun 
riwayat perolehan hak adalah tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, bahwa 
berdasarkan catatan buku desa, asal usul/riwayat kepemilikan tanah pekarangan 
Sertipikat Hak Milik Nomor 01029 atas nama Nur Tuti Purbowanti dengan luas 
1242 m² yaitu catatan Persil 136 No. C 2253 D.III atas nama Sriyatun bin Suwanyat 
(isteri dari Sabarno Turut Tergugat II) yang hingga saat ini status kepemilikan 
tercatat dalam buku desa masih tetap/utuh, tidak tercatat ada peralihan hak kepada 
pihak manapun. Adapun riwayat catatan Persil tersebut asal usul dari peralihan 
Persil 237 No. C. 237 atas nama Dumi bin Kasan H tanggal 13 Januari 1989 atas 
dasar peralihan tidak diterangkan.  
Pada tanggal 11 Maret 2014 telah dibuatkan Surat Pernyataan Pembagian 
Harta Bersama (waris) milik H. Sabarno dan Hj. Sriatun binti Hj. Dumi (Alm) 
kepada ahli waris yaitu Para Tergugat dan Turut Tergugat yang ditandatangani oleh 
Para Tergugata dan Turut Tergugat dengan saksi-saksi yaitu Mustajab dan Heru 
Budiyana serta diketahui Kepala Desa Kendaldoyong yaitu tanah darat lokasi Persil 
136 No. C 2253 kelas D.II luas ± 1.110 m² dan Persil 2253 Kelas D.II luas ± 560 m² 
atas nama Sriyatun bin Suwanyat yang terletak di desa Kendaldoyong Kecamatan 
Petarukan Kabupaten Pemalang menjadi bagian keluarga Hj. Dumi. dalam surat 
pernyataan pembagian bersama tersebut Para Tergugat maupun Turut Tergugat 
mengklaim bahwa tanah pekarangan objek sengketa milik Penggugat adalah 
termasuk dalam pembagian harta bersama tersebut.  
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Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang 
sangat penting. Hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan 
mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu 
mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg 
dan HIR. Secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima 
pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan 
pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.  
Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum 
kepada hakim pemeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang 
kebenaran peristiwa yang dikemukakan.5 Pembuktian diperlukan dalam suatu 
perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan maupun dalam perkara-
perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan. Suatu proses perdata, 
salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum 
yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum 
inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam 
suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang 
menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila 
sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.6 Pasal 283 RBg/163 HIR 
menyatakan bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau 
mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk 
membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu. 
                                                  
5 Syahrani, H. Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2004, hlm. 83. 
6 Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan 
Praktek, dikutip dalam http://materihukum.com/2018/05/02/pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata-
indonesia/, (Oktober 2019) 
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Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan 
kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya 
oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Pembuktian tidak selalu pihak 
penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara 
tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang 
diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan 
perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul 
beban pembuktian. Hakim berwenang membebankan kepada para pihak untuk 
mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.7  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, akta otentik mempunyai peranan 
penting di setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat 
dalam berbagai hubungan bisnis, baik kegiatan-kegiatan di bidang perbankan, 
pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain. Kebutuhan akan alat bukti tulisan atau 
surat berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya 
tuntuan akan kepastian hukum. Mencermati hal tersebut, penulis tertarik menyusun 
penelitian hukum dengan judul “Kekuatan Pembuktian Menggunakan Akta Otentik 
dalam Perkara Perdata Sengketa Surat Pernyataan Pembagian Bersama (Waris) 
Pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2018/PN.Pml.” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 
hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
                                                  
7 Ibid. 
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1. Bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik dan surat pernyataan pembagian 
bersama (waris) dalam perkara perdata pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2018/ 
PN.Pml? 
2. Apa dasar hukum pembuktian akta otentik dan surat pernyataan pembagian 
bersama (waris) dalam perkara perdata pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2018/ 
PN.Pml? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 
1. Mengkaji kekuatan pembuktian akta otentik dan surat pernyataan pembagian 
bersama (waris) dalam perkara perdata pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2018/ 
PN.Pml. 
2. Mengetahui dasar hukum pembuktian akta otentik dan surat pernyataan 
pembagian bersama (waris) dalam perkara perdata pada Putusan Nomor 
03/Pdt.G/2018/ PN.Pml. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian ilmu hukum dalam 
penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata khususnya akta otentik dan akta 
di bawah tangan, serta menambah literatur yang membahas tentang pembuktian 
dalam hukum perdata. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan 
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referensi dalam penulisan hukum terkait dengan bukti tulisan atau surat dalam 
pembuktian perkara perdata.  
2. Secara praktis  
Hasil penelitian ini manjadi sumbangan pemikiran hakim dalam memberikan 
jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi dalam melihat kekuatan 
hukum pembuktian akta otentik maupun akta di bawah tangan dalam proses 
peradilan perdata. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 
acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah 
hukum perdata khususnya mengenai kekuatan hukum pembuktian akta otentik 
dan akta di bawah tangan dalam proses peradilan.  
E. Tinjauan Pustaka  
Dedy Pramono (2015) Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris 
Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Lex Jurnalica, 
Vol. 12, No. 3, Desember 2015. Dalam penulisan penelitian ini, dipergunakan 
pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dititik beratkan kepada penelitian kepustakaan 
yang menguraikan data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa peraturan 
perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku maupun karya 
ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum dan berkaitan dengan topik penelitian serta 
bahan hukum tertier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa 
Hukum. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pada masalah yang berhubungan 
kekuatan pembuktian akta, fungsi dan peranannya. Penelitian ini, bertujuan 
menyelidiki, membahas, menguraikan dan menyajikan masalah yang berkaitan 
dengan kekuatan pembuktian akta Notaris. 
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Hasil penelitian disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta notaris 
sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena 
keistimewaan dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan pembuktiannya. Suatu 
akta otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang 
mendapat hak darinya suatu bukti yang sempurna. Suatu akta otentik memiliki 
kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, 
artinya akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis 
dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Disamping 
itu akta otentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak 
memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta otentik memiliki 
kekuatan pembuktian secara lahiriah, Formal dan materiil. Akta notaris sebagai akta 
otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, bila akta 
notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat 
terhadap para piahk sebagai akta otentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang 
harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna. 
Faranissa Yona Ramadhani, dkk (2017) Kedudukan Akta Otentik Yang 
Dibuat Oleh Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pactum Law Journal, 
Vol. 1, No. 1, 2017. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah 
penelitian yuridis-empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah 
yang digunakan adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan 
data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara langsung sebagai data 
pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan 
sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembuatan akta jaminan 
fidusia dilakukan melalui dua tahapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yaitu melalui tahapan pembebanan dan 
pendaftaran. Akibat hukum yang akan diterima oleh notaris jika tidak melaksanakan 
kewajibannya dalam membuat akta otentik pada pembuatan akta jaminan fidusia 
akan diberlakukan sanksi sesuai pelangaran yang dilakukan oleh notaris, berupa 
sanksi secara perdata, administratif, dan kode etik. Ada beberapa lembaga yang 
bertugas untuk mengawasi notaris, pertama adalah Majelis Kehormatan Notaris, 
Kedua yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Majelis Pengawas 
Notaris (MPN), dan ketiga yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah 
organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang secara langsung 
mengontrol anggotanya yang melakukan kesalahan terhadap kode etik oleh dewan 
kehormatan dan untuk menerapkan sanksi yang akan diberikan jika notaris lalai 
dalam menjalankan tugasnya. 
M. Holidi (2018) tesis ini meneliti tentang Kekuatan Pembuktian Akta 
Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum Akta Notaris dalam 
proses pembuktian di pengadilan pada proses peradilan perdata di pengadilan negri 
Yogyakarta dan untuk menganalisis Akta Notaris dapat dibatalkan oleh hakim di 
pengadilan pada proses peradilan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian 
yuridis normatif. Dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkopenten untuk digunakan sebagai dasar untuk 
melakukan pemecahan masalah. Obyek penelitian adalah akta otentik dan kekuatan 
pmbuktiannya dan sebagai nara sumber dalam penelitian ini adalah majlis hakim 
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pengadilan negeri Yogyakarta. Sedangkan Sumber data terbagi menjadi dua yaitu 
data primer dan data sekunder, dalam tesis ini pengumpulan data dilakukan dengan 
cara setudi kepustakaan dan metode pengumpulan datanya adalah wawancara. 
Analisis datanya dengan menggunakan metode yuridis kualitatif dan hasil penelitian 
ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.  
Berdasarkan hasil penelitian, Akta yang dibuat di hadapan Notaris 
berkedudukan sebagai Akta Otentik menurut bentuk dan tatacara yng ditetapkan 
dalam ketentuan pasal 1 angka (7) UUJN, akta notaris sebagai akata otentik 
mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, apabila 
terpenuhi syarat-syarat lahiriah, formil, dan materil. Selanjutnya akta notaris yang 
dapat dibatalkan karena yang menghadap tidak memenuhi syarat subyektif 
sahnyasuatu perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu 
pertama kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kedua kecakapan mereka 
untuk membuat suatu perikatan. 
F. Metode Penelitian  
1. Pendekatan Penelitian  
Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif. 
Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, 
yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun 
hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi 
terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni 
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masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, 
hubungan hukum dan obyek hukum.8  
Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum 
tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan 
dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.9 Metode pendekatan yang 
digunakan adalah Case Approach dimana dilakukan dengan cara melakukan 
kajian terhadap kasus, berkaitan pembuktian akta otentik dan akta di bawah 
tangan pada putusan Nomor 03/Pdt.G/2018/ PN.Pml. 
2. Jenis dan Sumber Data  
Jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian 
dengan library research atau kepustakaan. Bahan-bahan pustaka atau data-data 
sekunder dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada 
data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa putusan 
hakim pada nomor perkara 03/Pdt.G/2018/PN.Pml dan juga didukung dengan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung judul tersebut. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik 
lisan  maupun  tulisan. Yaitu  bersumber  pada  buku-buku  literatur, dokumen,  
                                                  
8 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 15. 
9 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 52. 
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peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan obyek atau materi penelitian.10 Sumber data yang digunakan dalam 
penyusunan penelitian ini adalah data sekunder, dengan kriteria: 
a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat 
dipergunakan dengan segera.  
b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, memuat materi-materi tentang 
permasalahan penelitian dalam bentuk buku maupun penelitian terdahulu. 
Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri 
Pemalang Nomor 03/Pdt.G/2018/PN.Pml. Jenis bahan penelitian ini, terdiri dari 
atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Bahan 
hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen resmi. 
3. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat 
pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.11 Dalam penelitian ini, 
penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan mengunjungi 
perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-uku, literatur-
literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, 
dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian permasalahan 
                                                  
10 Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, 
hlm. 99. 
11 Soekanto, Soerjono, Op Cit., hlm. 21. 
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penelitian. Data yang penulis cari yaitu materi pembuktian dalam hukum acara 
perdata dan dokumen-dokumen yang berkaitan. 
4. Metode Analisis Data  
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, 
yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh 
berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan 
dengan pokok permasalahan. Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan 
menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan 
pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya 
merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum 
tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.12  
Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data dengan 
cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah 
hukum. Setelah dilakukan analisa, maka dilakukan konstruksi data yang 
dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-
kategori atas dasar pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.13  
Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni 
pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan yurisprudensi serta 
pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan 
penelitian. Kemudian membuat sistematika dari data-data (pemilihan pasal-
pasal yang relevan) tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu 
sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang 
                                                  
12 Ibid. hlm. 251-252. 
13 Ibid. hlm. 255. 
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dianalisis secara kualitatif dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis 
pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya 
semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga 
selain menggambarkan dan mengungkapkan pembuktian dalam hukum acara 
perdata. 
G. Sistematika Penelitian  
Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun 
sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penelitian  
Bab II  Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi teori-teori yang menunjang penelitian 
antara lain tinjauan tentang hukum pembuktian meiputi pengertian 
pembuktian, prinsip hukum pembuktian, asas-asas hukum pembuktian, 
jenis alat bukti dalam perkara perdata; tinjauan umum tentang akta otentik 
meliputi pengertian akta otentik, kekuatan pembuktian akta otentik, 
kebatalan dan pembatalan akta otentik; dan tinjauan umum tentang hukum 
perdata.  
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan.  
Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian beserta pembahasannya, meliputi 
kekuatan pembuktian akta otentik dan surat pernyataan pembagian bersama 
(waris) dalam perkara perdata pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2018/ 
PN.Pml dan dasar hukum pembuktian akta otentik dan surat pernyataan 
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pembagian bersama (waris) dalam perkara perdata pada Putusan Nomor 
03/Pdt.G/2018/ PN.Pml. 
Bab IV Penutup  
Bab ini merupakan penutup dalam penelitian ini, dalam hal ini akan 
diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
  
A. Tinjauan tentang Hukum Pembuktian  
1. Pengertian Pembuktian 
Hakim dalam mengambil suatu keputusan akhir memerlukan adanya bahan-
bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta 
tersebut dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti. 
Pembuktian dalam ilmu hukum yang pembuktiannya tidak secara mutlak dan tidak 
logis melainkan pembuktiannya bersifat kemasyarakatan, karena terdapat unsur 
ketidakpastian. Jadi pembuktian secara mutlak adalah pembuktian yang 
kebenarannya relatif. Pembuktian di dalam ilmu hukum hanya ada apabila terjadi 
bentrokan antar pihak yang bersengketa karena menyangkal suatu hak dan atau 
meneguhkan haknya mengenai kepentingan perdata yang semata-mata 
penyelesaiannya merupakan wewenang pengadilan.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah suatu proses, 
cara perbuatan membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa 
dalam sidang pengadilan.14 Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah 
menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan 
kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan didepan persidangan.15 
Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa dimuka 
                                                  
14  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka, 2009, hlm. 172. 
15  Syahrani, Ridwan, Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 
hlm. 83. 
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pengadilan ataupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu 
penetapan (jurdicto voluntair). 
Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa 
pengertian, yaitu: 
a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, 
karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinan adanya bukti lawan. 
b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan 
kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai 
tingkatan-tingkatan sebagai berikut: 
1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif 
dan disebut conviction intime. 
2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut 
conviction raisonee. 
3) Membuktikan dalam arti yuridis (hukum acara perdata), tidak lain berarti 
memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara 
guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.16 
Pada dasarnya pembuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan 
kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang 
disediakan oleh hakim, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis 
mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar. Pakar hukum perdata Munir 
Fuadi, pembuktian sendiri di dalam Ilmu Hukum memiliki pengertian yaitu suatu 
proses, baik dalam acara perdata maupun acara pidana, maupun acara-acara lainnya, 
                                                  
16  Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002,   hlm. 
127. 
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dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan 
prosedur yang khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, 
khususnya fakta atau yang dipersengketakan di Pengadilan, yang diajukan dan 
dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti 
yang dinyatakan itu. Sedangkan Hukum Pembuktian mengandung pengertian 
sebagai seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.17 
Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum 
kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang 
kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan 
“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu 
perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, 
haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.” 
Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa 
di muka pengadilan (juridicto contentiosa) maupun dalam perkara-perkara 
permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (juridicto voluntair). Dalam suatu 
proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu 
hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya 
hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan 
kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk 
membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut 
akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.  
                                                  
17  Wardah, Seri & Sutiyoso, Bambang, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di 
Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hlm. 124. 
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Jadi dapat penulis simpulkan, definisi pembuktian yaitu keseluruhan aturan 
tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan 
tujuan untuk memperoleh kebenaran dari suatu peristiwa melalui putusan atau 
penetapan hakim. Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk 
menyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh 
para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh 
undang-undang. 
2. Prinsip Hukum Pembuktian  
Prinsip hukum pembuktian merupakan landasan penerapan pembuktian. 
Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan 
prinsip yang sudah ditentukan. Prinsip-prinsip hukum pembuktian secara umum 
meliputi: 
a. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil 
Proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim 
cukup kebenaran formil (formeel waarheid). Pada dasarnya tidak dilarang 
pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi 
bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan oleh hukum untuk 
mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.18 Para pihak yang berperkara   
dapat   mengajukan   pembuktian   berdasarkan  kebohongan   dan  
                                                  
18  Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, 
dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 498. 
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kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim 
untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak 
yang bersangkutan.  
Menurut Yahya Harahap dalam mencari kebenaran formil, perlu 
diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak 
yang berperkara,19 yaitu sebagai berikut: 
1) Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif 
Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang 
mengenai hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Oleh karena  
itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas 
pada: a) Mencari dan menemukan kebenaran formil, dan b) Kebenaran itu 
diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh 
para pihak selama proses persidangan berlangsung. 
Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa 
apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat 
tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka 
hakim harus menyingkirkan keyakinan tersebut dengan menolak kebenaran 
dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan. 
2) Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta 
Hakim tidak dibenarkan dalam mengambil putusan tanpa adanya 
pembuktian. Haki dalam menolak atau mengabulkan gugatan harus 
berdasarkan  pembuktian  yang  bersumber  dari  fakta-fakta yang diajukan  
                                                  
19  Ibid., hlm. 499. 
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para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan 
fakta-fakta dan pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta 
yang mendukungnya. Fakta-fakta yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
a) Fakta yang dinilai, diperhitungkan dan terbatas yang diajukan dalam 
persidangan. Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan 
bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersebut diserahkan 
kepada hakim. Sedangkan bahan atau alat bukti yang dinilai 
membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun, hanya fakta 
langsung dengan perkara yang disengketakan. Apabila bahan atau alat 
bukti yang disampaikan dipersidangan tidak mampu membenarkan fakta 
yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai 
sebagai alat bukti. 
b) Fakta yang terungkap di luar persidangan. Di atas telah dijelaskan bahwa 
hanya fakta-fakta yang diajukan dipersidangan yang boleh dinilai dan 
diperhitungkan menentukan kebenaran dalam mengambil  
putusan. Artinya bahwa fakta yang boleh dinilai dan diperhitungkan 
hanya yang disampaikan para pihak kepada hakim dalam persidangan. 
Dalam hal ini hakim tidak dibenarkan untuk menilai dan 
memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang 
berperkara. Contohnya, fakta yang ditemukan hakim dalam majalah atau 
surat kabar adalah fakta yang diperoleh hakim dari sumber luar, bukan 
dalam persidangan maka tidak dapat dijadikan fakta untuk membuktikan 
kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak. Banyak fakta yang 
diperoleh dari berbagai sumber, selama fakta tersebut bukan diajukan 
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dan diperoleh dalam persidangan maka fakta tersebut tidak dapat dinilai 
dalam mengambil keputusan.20 Fakta yang demikian disebut out of court 
sehingga fakta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mencari dan 
menemukan kebenaran. 
b. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara 
Pada Prinsipnya pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu 
phak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok 
perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok 
yang didalilkan penggugat, maka perkara yang disengketakan dianggap telah 
selesai.21 Karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan 
hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. 
Begitu juga sebaliknya, jika penggugat membenarkan dan mengakui 
dalil bantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan 
dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Meskipun 
hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan 
kebenaran maka hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan 
kebenaran. Maka, hakim harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan 
pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas.  
Agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu 
dijelaskan lebih lanjut beberapa patokan antara lain sebagai berikut: 
1) Pengakuan yang diberikan tanpa syarat. Pengakuan yang berbobot 
mengakhiri perkara, apabila: 
                                                  
20  Ibid., hlm. 500-501. 
21  Ibid., hlm. 505. 
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a) Pengakuan diberikan secara tegas (expressis verbis). Pengakuan yang 
diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan 
didepan persidangan. 
b) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat. Pengakuan tersebut bersifat 
murni dan bulat serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara, 
dengan demikian pengakuan yang diberikan harus tanpa syarat atau 
tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara. Apabila 
pengakuan yang diberikan bersyarat, apalagi tidak ditunjukan terhadap 
materi pokok perkara maka tidak dapat dijadikan dasar mengakhiri 
pemeriksaan perkara. 
2) Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri. Apabila tergugat tidak 
mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri saja maka 
peristiwa tersebut tidak boleh ditafsirkan menjadi fakta atau bukti 
pengakuan tanpa syarat. Oleh Karena itu sikap tergugat tersebut tidak dapat 
dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat, karena kategori yang 
demikaian harus dinyatakan secara tegas barulah sah untuk dijadikan 
sebagai pengakuan yang murni tanpa syarat. Sedangkan dalam keadaan 
diam, tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui, sehingga belum tuntas 
penyelesaian mengenai pokok perkara. Oleh karena itu dinyatakan tidak sah 
untuk menjadikannya dasar mengakhiri perkara. 
3) Menyangkal tanpa alasan yang cukup. Dalam hal ini diajukan sangkalan atau 
bantahan tetapi tidak didukung denggan dasar alasan (opposition without 
basic reasons) dapat dikonstruksikan dan dianggap sebagai pengakuan yang 
murni dan bulat tanpa syarat sehingga membebaskan pihak lawan untuk 
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membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara dengan demikian proses 
pemeriksaan perkara dapat diakhiri. Akan tetapi perkembangan praktik 
memperlihatkan kecendrungan yang lebih bersifat lentur, yang memberi hak 
kepada pihak yang berdiam diri atau kepada yang mengajukan sangkalan 
tanpa alasan (opposition without reasons) untuk mengubah sikap diam atau 
sangkalan itu dalam proses persidangan selanjutnya. Dalam hal ini 
merupakan hak sehingga hakim wajib memberi kesempatan kepada yang 
bersangkutan untuk mengubah dan memperbaikinya. Lain halnya 
pengakuan yang diberikan secara tegas dipersidangan, maka pengakuan 
tersebut langsung bersifat mengikat (binding) kepada para pihak.22 Oleh 
karena itu tidak dapat dicabut kembali (irrevocable) dan juga tidak dapat 
diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan pasal 1926 KUH 
Perdata. 
3. Asas-asas Hukum Pembuktian 
Hakim mempunyai kebebasan dalam menilai pembuktian terhadap alat 
bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang 
bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh 
terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.23 Suatu sistem hukum 
merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan 
lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas-asas hukum 
adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, diatasnya 
                                                  
22  Ibid., hlm. 507. 
23  Fakhriah, Efa Laela, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, Bandung: Alumni, 
2013, hlm. 40. 
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tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan 
dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.24 
Perbedaan antara asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah adalah 
bahwa asas hukum lebih abstrak, apabila asas hukum tidak dimasukkan dalam 
undang-undang, tidak mengikat bagi hakim, melainkan hanya sebagai pedoman 
saja. Akan tetapi, bila asas itu secara tegas dituangkan dalam undang-undang, 
mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sehingga hakim wajib 
untuk menerapkan asas tersebut secara langsung terhadap semua kasus-kasus nyata 
yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus.25 Asas-asas dalam Hukum 
Pembuktian adalah sebagai berikut: 
a. Asas ius curia novit. Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku 
juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak 
harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui 
dan diterapkan oleh hakim. 
b. Asas audi et altera partem. Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang 
bersengketa harus diperlakukan sama. Kedudukan prosesual yang sama bagi 
para pihak di muka hakim.  
c. Asas actor sequitur forum rei. Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana 
tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas presumption of 
innocence yang dikenal dalam hukum pidana. 
d. Asas affirmandi incumbit probation. Asas ini mengandung arti bahwa siapa 
yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya. 
                                                  
24  J.H.P. Bellefroid dalam buku Fakhriah, Efa Laila, Op Cit., hlm. 44. 
25  Ibid., hlm. 44. 
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e. Asas acta publica probant sese ipsa. Asas ini berkaitan dengan pembuktian 
suatu akta otentik, berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik 
serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap 
sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak 
pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.26 
f. Asas testimonium de auditu. Merupakan asas dalam pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh 
dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan 
mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian 
berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang 
diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan 
alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan (Yurisprudensi MARI, 15 Maret 
1972 No. 547 K/Sip/1971, menentukan: keterangan saksi de auditu bukan 
merupakan alat bukti). 
g. Asas unus testis nullus testis. Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa 
satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu 
peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa 
keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap 
sebagai pembuktian yang cukup (Yurisprudensi MARI No. 665 K/Sip/1973, 
menentukan: Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat 
diterima sebagai pembuktian). 
 
                                                  
26  Mertokusumo, Sudikno, Op Cit., hlm. 153. 
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4. Jenis Alat Bukti dalam Perkara Perdata  
Ketentuan alat-alat bukti dan pembuktian dalam perkara perdata terikat 
kepada Stb. 1941 Nomor 44 (HIR) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(BW). Berdasar pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, alat-alat bukti dalam acara 
perdata adalah:  
a. Bukti tertulis/surat;  
b. Bukti dengan saksi;  
c. Persangkaan  
d. Pengakuan;  
e. Sumpah.  
Alat bukti tulisan atau surat diatur dalam pasal-pasal 138,165 dan 167 HIR/ 
164, 285 dan 306 RBg/ Stb 1867 No 29 dan pasal 1867 s/d 1894 BW. Alat bukti 
tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau atau mengandung buah pikiran dan 
dipergunakan sebagai bukti. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat 
tanda-tanda bacaan, atau meskipum menurut tanda-tanda bacaan, tapi tidak 
mengandung buah pikiran, tidak termasuk pengertian surat seperti misalnya potret, 
peta dan lain sebagainya, tetapi jika diajukan sebagai bukti, hanya merupakan 
barang atau benda untuk meyakini hakim saja (demonstrative evidence).27 
Alat bukti berupa kesaksian diatur melalui Pasal 139-152 dan Pasal 168-172 
HIR serta Pasal 1895 dan Pasal 1902-1912 BW. Setelah diteliti, ternyata di dalam 
pasal-pasal  yang  telah  disebut  tidak  kita temui mengenai pengertian dari  
                                                  
27  Wardah, Seri & Sutiyoso, Bambang, Op Cit., hlm. 139. 
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kesaksian. Apabila kita mengacu kepada pengertian keterangan saksi dalam perkara 
pidana yang merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasannya, sebenamya 
inti dari kesaksian adalah tidak berbeda. Oleh karena apa yang dikemukakan saksi 
haruslah tentang peristiwa atau kejadian yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia 
alami sendiri. Jadi bukti dengan saksi atau kesaksian adalah keterangan yang 
diberikan oleh seorang saksi di depan sidang pengadilan suatu peristiwa, kejadian 
atau keadaan tenentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri. 
Ketentuan HIR alat bukti persangkaan diatur melalui Pasal 173 dan di dalam 
BW diatur pada Pasal 1915 - Pasal 1922. Perihal persangkaan dirumuskan oleh 
Pasal 1915 BW ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim yang 
ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum 
terang kenyataannya. Selanjutnya oleh Pasal 1975 disebutkan, ada dua macam 
persangkaan, yaitu, persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang 
tidak berdasarkan undang-undang. Persangkaan yang tidak berdasarkan 
undangundang ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim. 
Secara prinsip persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang atau 
persangkaan yang didasarkan atas kenyataan itu, kekuatan pembukti-annya di 
tangan hakim dan memang persangkaan yang demikian merupakan kesimpulan-
kesimpulan yang ditarik oleh Hakim. 
Pengakuan sebagai alat bukti, selain diatur oleh Pasal 164 HIR juga 
dijabarkan di dalam Pasal 174 - Pasal 176 HIR. Sedangkan di dalam BW, selain 
diatur pada Pasal 1866 juga dijabarkan melalui Pasal-Pasal 1923-1928. Baik di 
dalam HIR maupun BW tidak dirumuskan mengenai apa itu pengakuan. Memang 
  
31 
dilihat dari kata "pengakuan" pada umumnya semua orang sudah mengerti 
maksudnya. Pengakuan adalah pernyataan dari salah satu pihak tentang kebenaran 
suatu peristiwa, keadaan atau hal tertentu yang dapat dilakukan di depan sidang atau 
diluar sidang. 
Sumpah/janji adalah pemyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan 
bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci, bahwa apa yang 
dikatakan atau dijanjikan itu benar (1985:259). Dengan demikian inti dan sumpah 
di sini aalah suatu pemyataan dari pihak-pihak untuk mengemukakan sesuatu 
dengan sebenar-benamya. Perihal alat bukti sumpah ini diatur dalam Pasal 1929-
1945 BW dan Pasal 155, Pasal 158 dan Pasal 177 HIR. 
B. Tinjauan Umum tentang Akta Otentik 
1. Pengertian Akta Otentik  
Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang 
kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 
1867 KUH Perdata menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan 
dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. 
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta 
otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Akta Otentik 
Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang 
untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, 
baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat 
apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta 
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otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa 
yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 
285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat 
yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para 
pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya 
tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, 
akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan 
perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, 
Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya. 
Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu ”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang 
di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau 
dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana 
akta dibuatnya.” Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat 
dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang 
berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.28  
Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esenselia agar 
terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu: 
1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 
2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum. 
                                                  
28  Soegondo, R., Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm. 89. 
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3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang 
untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.29 
Demikian pula menurut C.A. Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri 
sebagai berikut: 
1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau 
suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan 
dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut 
ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang 
bersangkutan saja. 
2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat 
yang berwenang. 
3) Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut 
mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-
ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan 
kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).  
4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan 
pekerjaan yang mandiri (onafhankelijk – independence) serta tidak memihak 
(onpartijdigheid – impartiality) dalam menjalankan jabatannya. 
5) Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah 
hubungan hukum didalam bidang hukum privat.30 
                                                  
29  Soerodjo, Irwan, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Arkola, 2003, 
hlm. 148. 
30  Soerojo, Herlien, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Arloka, 2003, 
hlm. 148. 
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Akta Otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang notaris. Dari 
beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat 
oleh notaris ada 2 (dua) macam yaitu: 
1) Akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau 
akta pejabat (ambtelijke akte) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang 
diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat 
serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak 
yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini 
adalah tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas 
pembuatan akta. 
2) Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan 
akta partij (partij-acteri) adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat 
yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari 
pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya 
komparisi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap 
Notaris untuk membuat akta.31 
Perbedaan akta tersebut diatas sangat penting dalam kaitannya dengan 
pembuktian sebaliknya (tegenbewijs) terhadap isi akta, dengan demikian 
terhadap kebenaran isi akta pejabat (ambtelijke akte) atau akta relaas tidak dapat 
digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada 
akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu 
akan tetapi dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang 
                                                  
31  Sjaifurrachman & Adjie, Habib, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan 
Akta, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 109. 
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bersangkutan yang diuraikan dalam akta itu tidak benar. Pembuatan akta, baik 
akta relaas maupun akta partij yang menjadi dasar utama atau inti dalam 
pembuatan akta otentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (wilsvorming) 
dan permintaan dari para pihak,, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak 
ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.32 
b. Akta Dibawah Tangan 
Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh 
para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang 
berkepentingan saja. Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat 
untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi 
semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.33 
Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai 
tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, 
daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa 
perantaraan seorang pejabat umum”. Didalam Pasal 1902 KUH Perdata 
dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu: 
1) Harus ada akta 
2) Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari 
orang yang diwakilinya 
3) Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.  
                                                  
32  Tobing, G.H.S Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1996, hlm.51-52. 
33  Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998, 
hlm. 125. 
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Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna 
terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang 
yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah 
tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. Oleh 
karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan bukti tertulis (begin 
van schriftelijk bewijs). 
2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik 
Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau ”akta” 
dan dalam bahasa Inggris disebut “act”atau“deed”. Akta menurut Sudikno 
Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-
peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula 
dengan sengaja untuk pembuktian.34 Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, 
yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti 
tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.35 
Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud akta, adalah: 
a. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling) 
b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan 
hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian 
sesuatu.36 
                                                  
34  Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006, 
hlm.149 
35  Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005, hlm. 25. 
36  Situmorang, Victor M. & Sitanggang, Cormentyna, Gross Akta dalam Pembuktian dan 
Eksekusi, Jakarta: Rinika Cipta, 1993, hlm. 26. 
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Pada Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian 
tentang akta yaitu adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan 
pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua 
belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai 
hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai 
pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 
2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa 
suatau perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. 
Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut 
oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di 
kemudian hari.37 
Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek yang 
harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai 
pembuktian, yaitu: 
a. Lahiriah (uitwendige bewijskracht) 
Kemampuan lahiriah akta otentik merupakan kemampuan akta itu 
sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari 
luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang 
sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku 
sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang 
membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal 
ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta otentik. 
                                                  
37  Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999, 
hlm.121-122. 
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Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda 
tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan 
serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. 
Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus 
dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat 
bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak 
memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib 
membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.38 
Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris 
sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus 
didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian 
semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat 
harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek 
gugatan bukan akta Notaris. 
b. Formil (formele bewijskracht) 
Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan 
fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan 
oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai 
dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal 
untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, 
pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda 
tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang 
                                                  
38  Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 
Tentang Jabatan Notaris), Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 72. 
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dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan 
mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta 
pihak). 
Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus 
dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran 
hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran 
mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, 
disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan 
ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang 
diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan 
para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak 
dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus 
melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta 
Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta 
tersebut harus diterima oleh siapapun.39 
c. Materiil (materiele bewijskracht) 
Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang 
tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang 
membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, 
kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan 
yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan 
para  pihak  yang  diberikan/disampaikan  di hadapan  Notaris  dan  para pihak  
                                                  
39  Ibid., hlm. 73. 
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harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta 
berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris 
yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah 
benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap 
tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak 
sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris 
mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah 
untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. 
Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan 
harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan 
yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di 
hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian 
terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam praktik 
pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu 
dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan 
sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta Notaris. 
3. Kebatalan dan Pembatalan Akta Otentik  
Mengenai kebatalan dan pembatalan prikatan-prikatan diatur dalam buku 
III, bagian kedelapan, Bab IV (Pasal 1446 - Pasal 1456 KUH Perdata). Bagian ini 
hanya secara sumier mengatur bagian dari kebatalan, khususnya perjanjian yang 
dilakukan oleh mereka yang tidak cakap, yaitu mereka yang dibawah umur, ditaruh 
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dibawah curatele, serta cacat dalam kehendak. Cacat dalam kehendak terjadi karena 
adanya paksaan, kekeliruan, tipuan, dan penyalah gunaan keadaan.40 
Istilah kebatalan tersebut tidak ada istilah yang pasti penerapannya, 
sebagaimana diuraikan oleh Herlien Budiono41, bahwa ”manakala undang-undang 
hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan dengan istilah 
yang sederhana’batal’, tetapi ada kalanya menggunakan istilah ‘batal dan tak 
berhargalah’ (Pasal 879 KUH Perdata). Penggunaan istilah-istilah tersebut cukup 
membingungkan karena adanya istilah yang sama hendak digunakan untuk 
pengertian yang berbeda untuk ‘batal demi hukum’ atau ‘dapat dibatalkan’. Pada 
Pasal 1446 KUH Perdata dan seterusnya untuk menyatakan batalnya suatu 
perbuatan hukum, kita temukan istilah-istilah ‘batal demi hukum’, 
‘membatalkannya’ (Pasal 1449 KUH Perdata), ‘menurut pembatalan’ (Pasal 1553 
KUH Perdata).” 
Ada istilah pembatalan dan kebatalan dalam uraian diatas dua hal yang 
berbeda, tapi dipergunakan dengan alasan yang sama. Pembatalan dan kebatalan 
tidak dijelaskan penerapannya dalam aturan tersebut di atas, artinya dalam keadaan 
bagaimana atau dengan alasan apapun perikatan atau perjanjian termasuk dalam 
kualipikasi kebatalan atau pembatalan. Penerapan kedua istilah tersebut perlu 
dikaitkan dengan istilah batal demi hukum (nietig) merupakan istilah yang biasa 
digunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syrat objektif, yaitu 
suata hal tertentu (een bepaald onderwerp) dan sebab yang tidak dilarang (een 
geoorloofde oorzaak), dan istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak 
                                                  
40  Budiono, Herlien, Op Cit., hlm. 367-368. 
41  Ibid., hlm. 364. 
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memenuhi syarat subjektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatakan dirinya (de 
toetsemmimg van degenen die zich verbinden) dan kecakapan untuk membuat suatu 
perikatan (de bekwaamheid om eene verbindtenis aan gaan). 
Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan 
(vernietigbaar) sepanjang ada permintan oleh orang-orang tertentu atau yang 
berkepentingan. Syarat subyektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk 
dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau penganpu. 
Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari 
mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan 
mengikat para pihak. Kebatalan seperti ini disebut kebatalan nisbi atau relatif 
(relatief neitigheid). 
Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum 
(nietig), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian 
dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Perjanjian yang batal 
mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak terpenuhi, padahal 
aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat 
dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau 
ketertiban umum, karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada 
dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan 
bentuk apapun. 
Berkaitan dengan kebatalan atau pembatalan akta Notaris, Pasal 84 UUJN 
telah mengatur tersendiri, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan 
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 
48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, maka akta yang bersangkutan hanya 
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mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akata dibawah tangan atau akta menjadi 
batal demi hukum. Untuk menentukan akta notaris yang mempunyai kekuatan 
pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dapat 
dilihat dan ditentukan dari: 
a. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris 
melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. 
b. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta 
yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka 
pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut pasal 84 UUJN, termasuk 
kedalam akta batal demi hukum. 
Akta Notaris batal atau batal demihukum atau mempunyai kekuatan 
pembuktian sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-
syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum 
tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan, sehingga bersifat fasif. Oleh 
karena itu, kebatalan bersifat fasif, artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya 
apapun para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akta batal atau batal 
demi hukum karena secara serta merta ada syrat-syarat yang tidak dipenuhi. 
Istilah pembatalan bersifat aktif, meskipun syarat-syarat perjanjian telah 
dipenuhi, tetapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar 
perjanjian yang dibuat tidak mengikat dirinya lagi dalam alasan tertentu, baik atas 
dasar kesepakatan atau dengan mengajukan gugatan pembatalan kepengadilan 
umum, misalnya para pihak telah bersepakat untuk membatalkan akta yang pernah 
dibuatnya, atau diketahui ada aspek formal akta yang tidak dipenuhi yang tidak 
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diketahui sebelumnya, dan para pihak ingin membatalkannya. Berdasarkan uraiaan 
diatas kebatalan akta Notaris meliputi: dapat dibatalkan; batal demi hukum; dan 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pembatalan akta 
notaris meliputi: dibatalkan oleh para pihak sendiri dan dibatalkan dengan asas 
praduga sah.42 
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata 
Hukum acara perdata mempunyai pengertian peraturan hukum yang 
mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan 
perantara hakim. Jadi kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang 
menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. 
Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur 
tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusnya dan 
pelaksanaannya dari pada putusannya. 
Tuntutan merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan 
hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ‘eigenrichting’ atau 
tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan 
untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-
wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan 
menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri itu tidak 
dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.43 
Berikut ini beberapa pengertian hukum perdata menurut para ahli, sebagai berikut: 
                                                  
42  Adjie, Habib, Op Cit., hlm. 63-68. 
43 Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002,    hlm. 
2. 
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a. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur 
kepentingan warga negara perseorangan satu dengan perseorangan lainnya. 
b. Ronald G. Salawane, hukum perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang 
mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum 
yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan 
perseorangan dan memberikan sanksi keras atas pelanggaran yang dilakukan 
sebagaimana telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
c. Soediman Kartohadiprodjo, hukum Perdata adalah hukum yang mengatur 
kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. 
d. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perseorangan yang 
mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam 
hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. 
e. R. Soebekti, hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat 
materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.44 
Pengertian hukum perdata menurut Salim H.S. adalah keseluruhan kaidah-
kaidah hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan 
antara subjek hukum satu dengan dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan 
kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Riduan Syahrani memberi 
pengertian hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara 
orang yang satu dengan orang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan 
kepada kepentingan perseorangan (pribadi).45 
                                                  
44 Insertpoin, Pengertian dan Fungsi Hukum Perdata. Share Informasi untuk Wawasan: Online: 
https://insertpoin.blogspot.com, (Oktober 2019). 
45 Tutik, Titik Triwulan, Op Ct., hlm. 5. 
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Berdasarkan pengertian hukum perdata di atas, maka dapat disimpulkan 
pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang 
yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan hukumnya. Namun tidak semua 
hukum perdata tersebut secara murni mengatur hubungan hukum mengenai 
kepentigan pribadi seperti dalam pegertian hukum perdata di atas, melainkan karena 
perkembangan masyarakat akan banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai 
sedemikian rupa oleh hukum publik, sehingga hukum perdata juga mengatur 
hubungan yang menyangkut kepentingan umum seperti hukum perkawinan, hukum 
perburuhan dan sebagainya. Istilah hukum perdata sering juga disebut sebagai 
hukum sipil dan hukum privat, dan juga ada yang tertulis dan tidak tertulis. 
Pengertian hukum perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam Kitab 
Undang-Undang Perdata (Burgerlijke Wetbook) maupun peraturan perundang-
undangan lainnya, sedangkan pengertian hukum perdata tidak tertulis yaitu hukum 
adat, merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dan Surat Dibawah Tangan dalam 
Perkara Perdata  
Kasus perkara perdata pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2018/PN.Pml 
merupakan kasus pembuktian antara okta otentik dengan akta di bawah tangan. 
Nurtuti Purbowanti yang dalam hal ini sebagai Penggugat memberikan kuasanya 
kepada Misbakhul Munir dan Puji Susanto mengakui bahwa tanah pekarangan yang 
terletak di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan 
surat ukur tanggal 26 September 2009 No. 00740/Kedaldoyong/2009 dengan bukti 
akta otentik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01029 atas nama Nur Tuti 
Purbowanti dengan luas 1242 m².  
Dilain pihak H. Kasam (Tergugat I), Hj. Duriyah (Tergugat II), M. Arief, 
MBA (Tergugat III), dan Munarto (Tergugat IV) yang dalam hal ini Tergugat I, II 
dan IV memberikan kuasanya kepada Anggoro Adi Atmojo yang selanjutnya 
disebut Para Tergugat. Dalam eksepsinya menyatakan bahwa asal-usul ataupun 
riwayat perolehan hak adalah tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, bahwa 
berdasarkan catatan buku desa, asal usul/riwayat kepemilikan tanah pekarangan 
Sertipikat Hak Milik Nomor 01029 atas nama Nur Tuti Purbowanti dengan luas 
1242 m² yaitu catatan Persil 136 No. C 2253 D.III atas nama Sriyatun bin Suwanyat 
(isteri dari Sabarno Turut Tergugat II) yang hingga saat ini status kepemilikan 
tercatat dalam buku desa masih tetap/utuh, tidak tercatat ada peralihan hak kepada 
pihak manapun. Adapun riwayat catatan Persil tersebut asal usul dari peralihan 
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Persil 237 No. C. 237 atas nama Dumi bin Kasan H tanggal 13 Januari 1989 atas 
dasar peralihan tidak diterangkan.  
Pada tanggal 11 Maret 2014 telah dibuatkan Surat Pernyataan Pembagian 
Harta Bersama (waris) milik H. Sabarno dan Hj. Sriatun binti Hj. Dumi (Alm) 
kepada ahli waris yaitu Para Tergugat dan Turut Tergugat yang ditandatangani oleh 
Para Tergugata dan Turut Tergugat dengan saksi-saksi yaitu Mustajab dan Heru 
Budiyana serta diketahui Kepala Desa Kendaldoyong yaitu tanah darat lokasi Persil 
136 No. C 2253 kelas D.II luas ± 1.110 m² dan Persil 2253 Kelas D.II luas ± 560 m² 
atas nama Sriyatun bin Suwanyat yang terletak di desa Kendaldoyong Kecamatan 
Petarukan Kabupaten Pemalang menjadi bagian keluarga Hj. Dumi. dalam surat 
pernyataan pembagian bersama tersebut Para Tergugat maupun Turut Tergugat 
mengklaim bahwa tanah pekarangan objek sengketa milik Penggugat adalah 
termasuk dalam pembagian harta bersama tersebut.  
1. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2018/ 
PN.Pml 
Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menentukan 
bahwa “Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 
undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu 
ditempat akta dibuat.” Bandingkan dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 
286 RBg/165 HIR. Akta Otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut 
ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa 
untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak 
dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang 
segala hal yang tersebut dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam 
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surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian hanya 
sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan 
dalam akta tersebut”.  
Pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 
membuat Akta Otentik, antara lain notaris, pegawai catatan sipil, panitera 
pengadilan, dan juru sita. Di dalam melakukan pekerjaannya, pejabat publik 
yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga 
merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan hasil pekerjaannya.46 
Pada perkara nomor 03/Pdt.G/2018/ PN.Pml Penggugat menggunakan 
alat bukti surat yang merupakan alat bukti otentik, yaitu Sertipikat Hak Milik 
No. 01029 atas nama Nurtuti Purbowanti. Alat bukti tersebut merupakan akta 
otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta secara 
otentik sebgaimana dimakud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Maksud dari 
pejabat umum tersebut yaitu pejabat yang diberikan kewenangan memberikan 
akta berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat 
dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 32 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. Pada ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam hal atas 
suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau 
badan  hukum  yang  memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara  
                                                  
46  Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 131.  
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nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah 
itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 
(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai 
penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.  
Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah merupakan kepastian hukum 
dari sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan yang bersifat kuat, artinya 
sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak dan 
mempunyai alat bukti untuk membuktikannya. Maka dalam hal ini sertipikat 
tersebut mempunyai kepastian hukum tanah nasional. Di sisi lain sertipikat 
mempunyai kepastian hak yang bersifat formil (publikasi positif) yaitu kepastian 
hukum dan sertipikat yang berisi ketentuan tertulis yang tertera dalam undang-
undang dan peraturan lainnya bersifat mutlak, artinya tidak bisa diganggu gugat.  
Menurut Pasal 165 HIR, maka akta otentik bagi para pihak dan ahli 
warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan bukti 
sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Setiap akta otentik harus 
dianggap akta yang sah sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan 
sebaliknya. Dalam menilai suatu akta tersebut sah atau tidak, para pihak ataupun 
pejabat umum atau notaris tidak berwenang untuk itu, akan tetapi yang 
berwenang untuk melakukan penilaian terhadap akta tersebut merupakan 
kewenangan pengadilan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan agama 
maupun pengadilan umum. 
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Berdasarkan keterangan saksi Syaichudin, menerangkan pada pokoknya 
bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh adik kandung saksi (suami Penggugat) 
untuk menjualkan tanah pekarangan, tanah tersebut sudah bersertipikat, tanah 
tersebut yang menguasai Penggugat, saksi Mulyadi menerangkan pada 
pokoknya bahwa saksi tahu, tanah tersebut berasal dari Dumi ibunya Sriyatun 
kemudian tanah tersebut oleh Sriyatun diberikan kepada Penggugat, pada saat 
proses sertipikat Bu Sriyatun masih hidup. Bu Sriyatun memberikan tanah 
tersebut ke Penggugat karena pada waktu itu ada pembuatan sertipikat massal 
di Balai Desa (Prona) lalu Bu Sriyatun memberikan ke Penggugat, saksi tidak 
pernah melihat dan tidak pernah mendengar ada geger-geger atau ribut-ribut 
sertipikat atas nama Penggugat, yang memelihara tanah tersebut dan belum 
pernah memanen hasilnya. Sedangkan saski Warningsih menerangkan pada 
intinya bahwa obyek sengketa yang mengusai adalah Penggugat, tanah tersebut 
sudah bersertipikat, sertipikat tersebut atas nama Penggugat, tanah tersebut 
dikuasai oleh Penggugat dan yang memelihara Penggugat, saksi tidak pernah 
melihat Para Tergugat bersih-bersih tanah tersebut dan tidak pernah melihat 
tentang pembagian harta bersama.  
Mencermati uraian di atas, dengan demikian sertipikat hak atas tanah 
adalah sebagai bukti hak yang merupakan perwujudan dari proses pendaftaran 
tanah yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 
pemegangnya. Sertipikat diterbitkan oleh BPN yang di dalamnya memuat data 
fisik dan data yuridis suatu barang tanah tertentu. Data fisik berkenaan dengan 
letak, batas dan luas bidang tanah. Sedangkan data yuridis berkenaan dengan 
subyek hak, alas hak dan pembebanan hak atas tanah. Data tersebut diperoleh 
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dari pemohon sertipikat dan pemeriksaan oleh BPN melalui proses pendaftaran 
tanah. Karena itu, dalam kaitannya dengan alat-alat bukti dalam proses peradilan 
perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH 
Perdata, maka sertipikat berstatus sebagai bukti surat yang berkualifikasi 
sebagai akta otentik. Oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 01029 adalah atas 
nama Nurtuti Purpowanti (Penggugat) Luas 1242 m² yang terletak di Desa 
Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, maka tanah tersebut 
adalah milik dari Nurtuti Purbowanti (Penggugat).  
2. Kekuatan Pembuktian surat dibawah tangan pada Putusan Nomor 
03/Pdt.G/2018/ PN.Pml 
Pengertian surat atau akta bawah tangan adalah sebagaimana 
dirumuskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Menurut pasal 
tersebut, akta bawah tangan: 
a. Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan; 
b. Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang 
(pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak; 
c. Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di 
hadapan pejabat, meliputi: surat, register, surat urusan rumah tangga, dan 
lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum. 
d. Secara khusus ada akta bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh 
paling sedikit dua pihak.47 
                                                  
47  Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, hlm. 589-590.  
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Secara ringkas, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik 
disebut akta bawah tangan atau dengan kata lain, segala jenis akta yang tidak 
dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, termasuk rumpun akta bawah 
tangan.48 Adapun surat atau akta dibawah tangan pada kasus ini yaitu Surat 
Pernyataan Pembagian Bersama tertanggal 11 Maret 2014 yang disaksikan oleh 
Mustajab (Ketua RT 08 RW. 04), Heru Budiyani (Kaur Pemerintahan) dan 
diketahui oleh Kepala Desa Kedaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten 
Pemalang.  
Bukti terebut merupakan surat di bawah tangan. Akta atau surat dibawah 
tangan adalah akta atau surat yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para 
pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para 
pihak yang berkepentingan. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal 
oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal 
kebenaran apa yang tertulis pada akte atau surat dibawah tangan tersebut, maka 
sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh 
kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.  
Surat Pernyataan Pembagian Bersama tersebut berisi pernyataan 
bersama pembagian bersama tanah sawah dan darat milik Subarno dan Sriatun 
binti Dumi (alm) dan dalam point 5 disebutkan ”tanah darat lokasi Persil 136 
No. C 2253 Kelas D II Luas ± 1.110 m² dan Persil 238 No. C 2253 Kelas D II 
Luas ± 560 m² atas nama Sriyatun menjadi hak bagian Keluarga Dumi, dan point 
5 tersebut yang disangkal kebenaranya oleh Penggugat.  
                                                  
48  Subekti, Op Cit., hlm. 26.  
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Isi dari point 5 tersebut tidak dijabarkan secara jelas dan terperinci 
mengena alasan dibagikan tanah-tanah terebut dan tidak pula diebutkan 
mengenai batas-batas tanahnya dan terlebih lagi tahun pembuatan surat 
pernyataan tersebut pada tahun 2014 sedangkan dalam bukti Penggugat yang 
berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) sudah terbit pada tahun 2009 dalam 
program Prona. Meskipun Para Tergugat telah mengklaim bahwasannya tanah 
yang dipersengketakan sekarang adalah bagian dari pembagian bersama 
sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Pembagian Bersama tersebut.  
Bukti catatan Buku Desa. Gambar Peta Persil No. 238 No. 2253 kelas 
D.II luas ± m² (0,56 Da) atas nama Dumi b Kasan H dan catatan Buku Desa dan 
Gambar Peta Persil No. 136 No. C 2253 Kelas D.II luas ± 1.110 m² (0,111 Da) 
atas nama Dumi b Kasan H, serta catatan Riwayat Buku Desa Persil No. 136 
No. C 2253 Kelas D.II luas ± 1.110 m² (0,111 Da) dan Persil No. 238 No. 2253 
kelas D.II luas ± m² (0,56 Da) atas nama Dumi b Kasan H. Bukti tersebut hanya 
berupa Letter C yang hanya berfungsi sebagai catatan kelurahan atau desa untuk 
tanah yang dimiliki masyarakat desa secara turun temurun dan masyarakat 
diberikan bukti berupa Letter C sebagai alat bukti pembayaran pajak atas 
kepemilikan tanah tersebut. Kekutan hukum Letter C sebagai alat pembuktian 
hak penguasaan tanah menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 mengenai 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa Letter C 
merupakan bukti penguasaan tanah setelah berlakunya UUPA dan kekuatan 
pembuktian Letter C tidak bersifat sempurna yang mana Letter C tidak cukup 
kuat untuk dijadikan alat bukti tunggal sehingga harus mendapat dukungan dari 
beberapa bukti lainnya. Sebagaimana dalam Putusan MARI Nomor 84 
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K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 yang menyatakan bahwa catatan dari buku 
Desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak 
disertai dengan bukti-bukti lain.  
Dari bukti-bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-
saksi baik dari Para Tergugat maupun dari Penggugat tidak bisa membantah 
adanya bukti surat dari Penggugat, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 
01029 atas nama Nurtuti Purbowanti (Penggugat) dengan luas 1242 m² yang 
terletak di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.  
Bukti Surat Pernyataan Pembagian Bersama tersebut hanya merupakan 
suatu ”pernyataan” dan bukanlah suatu akta otentik melainkan suatu akta/surat 
di bawah tangan sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MARI Nomor 3428 
K/Pdt/1985 tertanggal 5 Februari 1990 yang menyatakan bahwa surat bukti yang 
hanya merupakan suatu ”pernyataan” tidaklah mengikat dan tidak dapat 
disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di 
muka pengadilan. Dengan demikian Surat Pernyataan Pembagian Bersama 
tersebut patut untuk diragukan kebenarannya karena tanggal pembuatan surat 
tersebut seharusnya sebelum adanya terbit sertipikat atas nama Penggugat pada 
tahun 2009, sedangkan surat di bawah tangan tersebut dibuat pada tahun 2014. 
B. Dasar Hukum Pembuktian Akta Otentik dan Surat Pernyataan Pembagian 
Bersama (Waris) dalam Perkara Perdata pada Putusan Nomor 03/Pdt.G/2018/ 
PN.Pml 
Proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dapat dilakukan oleh 
hakim dengan cara menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar 
gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus 
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terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. 
Apabila pengugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi 
dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, 
gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus 
dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui 
sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan.  
Berdasarkan hasil pembuktian dan pertimbangan hakim Surat Pernyataan 
Pembagian Bersama tertanggal 11 Maret 2014 yang disaksikan oleh Mustajab 
(Ketua RT 08 RW. 04), Heru Budiyani (Kaur Pemerintahan) dan diketahui oleh 
Kepala Desa Kedaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang batal demi 
hukum dan untuk bukti surat kepemilikan tanah darat Persil No. 136 No. C 2253 
Kelas D.II luas ± 1.110 m² (0,111 Da) dan Persil No. 238 No. 2253 kelas D.II luas 
± m² (0,56 Da) atas nama Sriyatun sudah beralih kepemilikan kepada Penggugat.  
Sertipikat Hak Milik merupakan akta otentik dan sertipikat mempunyai 
kepastian hak yang bersifat formil (publikasi positif) yaitu kepastian hukum dari 
sertipikat berisi ketentuan tertulis yang tertera dalam undang-undang atau peraturan 
lainnya bersifat mutlak artinya tidak bisa diganggu gugat sepanjang tidak dibuktikan 
sebaliknya oleh pihak lain yang merasa berhak. Adapun yang menjadi dasar hukum 
kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah sebagai jaminan kepastian hukum yaitu 
Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah.  
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti 
kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam 
surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam hal atas suatu bidang tanah 
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sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang 
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, 
maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi 
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak 
diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada 
pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun 
tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 
penerbitan sertipikat tersebut. 
Sedangkan dasar hukum Surat Pernyataan Pembagian Bersama tertanggal 
11 Maret 2014 yang disaksikan oleh Mustajab (Ketua RT 08 RW. 04), Heru 
Budiyani (Kaur Pemerintahan) dan diketahui oleh Kepala Desa Kedaldoyong 
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang batal demi hukum yaitu didasarkan 
pada Putusan MARI Nomor 3428 K/Pdt/1985 tertanggal 5 Februari 1990 yang 
menyatakan bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu ”pernyataan” tidaklah 
mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan 
di bawah sumpah di muka pengadilan. Karena isi dari surat pernyataan tersebut 
bertentangan dengan bukti milik Penggugat yang merupakan akta otentik.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan  
Bedasarkan dari permasalahan penelitian dan hasil analisis data dari hasil 
penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sertipikat Hak Milik No. 01029 atas nama Nurtuti Purbowanti. Alat bukti 
tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang 
berwenang membuat akta secara otentik sebagaimana dimakud dalam Pasal 
1868 KUH Perdata. Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah merupakan 
kepastian hukum dari sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan yang bersifat 
kuat, artinya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang merasa 
berhak dan mempunyai alat bukti untuk membuktikannya. Maka dalam hal ini 
sertipikat tersebut mempunyai kepastian hukum tanah nasional. Di sisi lain 
sertipikat mempunyai kepastian hak yang bersifat formil (publikasi positif) yaitu 
kepastian hukum dan sertipikat yang berisi ketentuan tertulis yang tertera dalam 
undang-undang dan peraturan lainnya bersifat mutlak, artinya tidak bisa 
diganggu gugat. Sedangkan Surat Pernyataan Pembagian Bersama tertanggal 11 
Maret 2014 yang disaksikan oleh Mustajab (Ketua RT 08 RW. 04), Heru 
Budiyani (Kaur Pemerintahan) dan diketahui oleh Kepala Desa Kedaldoyong 
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang merupakan akta atau surat dibawah 
tangan yaitu akta atau surat yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para 
pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para 
pihak yang berkepentingan. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal 
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oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal 
kebenaran apa yang tertulis pada akta atau surat dibawah tangan tersebut, maka 
sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh 
kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. 
2. Dasar hukum kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah sebagai jaminan 
kepastian hukum yang merupakan akta otentik yaitu Pasal 32 ayat (1) dan (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
Sedangkan Surat Pernyataan Pembagian Bersama sebagai akta di bawah tangan 
batal demi hukum didasarkan pada Putusan MARI Nomor 3428 K/Pdt/1985 
tertanggal 5 Februari 1990 karena isi dari surat pernyataan tersebut bertentangan 
dengan bukti milik Penggugat yang merupakan akta otentik. 
 
B. Saran  
1. Hakim diharapkan dalam memeriksa perkara dapat memeriksa dengan cermat 
dan teliti bukti-bukti antara pihak-pihak yang berperkara, hasil pembuktian 
dihubungkan satu sama lain hingga adanya kejelasan fakta apakah pihak 
pengggugat atau sebaliknya pihak tergugat yang dibernarkan, karena dalam 
pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan 
dalilnya. Pengetahuan hakim juga dapat digunakan bukti dalam sidang perkara 
perdata. 
2. Hendaknya pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik perlu 
sifat kehati-hatian dan ketelitian dengan cara menanyakan lebih dari apa yang 
dikemukakan oleh para pihak atau para penghadap. Dengan kata lain dalam 
menjalankan jabatannya selain harus berlandaskan pada moralitas dan integritas 
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yang tinggu juga dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
peraturan perundang-undangan.  
3. Masyarakat dapat mengetahui penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata 
di pengadilan yaitu meliputi 5 macam alat-alat bukti yaitu; bukti surat, bukti 
saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sehingga saat mengajukan gugatan 
sudah dipersiapkan lebih dahulu bukti-bukti untuk menguatkannya dan dapat 
memahami kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti yang diajukan 
sehingga bukti terebut dapat meyakinkan hakim. 
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